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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan analisa tentang pokok permasalahan yang telah 

disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, yang menjelaskan terkait mekanisme 

pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup, baik itu 

melalui gugatan perbuatan melawan hukum, penggabungan perkara gugatan ganti 

kerugian berdasarkan pasal 98- 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan 

permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan dari setiap mekanisme di atas sebagai berikut: 

 

1. Hukum acara perdata sebagai hukum formil dalam mengajukan gugatan 

ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dalam pencemaran dan 

perusakan lingkungan masih menganut sistem pembuktian berdasarkan 

ajaran kesalahan. Sedangkan untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut 

diterapkan sistem pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH 

Perdata dimana pihak Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya 

yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh Korban/Penggugat. Berdasarkan 

pasal 1365 KUH Perdata, korban pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan selaku penggugat akan mengalami kesulitan untuk berhasil 

dalam gugatannya, disebabkan penggugat harus bisa membuktikan unsur-

unsur perbuatan melawan hukum khususnya pada unsur kesalahan pelaku 

dan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang 

dialami. Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil 

dalam gugatan lingkungan, sehingga besar kemungkinan kalah dalam 

perkara. Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah karena harus 

terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causability). 

Menganalisis suatu pencemaran membutuhkan penjelasan yang bersifat 

ilmiah, teknis dan khusus, sehingga bila skalanya bersifat meluas dan serius, 

hal ini justru akan lebih menyulitkan pihak penggugat dan juga dalam 

membuktikan unsur kausalitas dan unsur kesalahan, penggugat harus melalui 
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proses pengumpulan data yang memerlukan penggunaan teknologi dan 

penelitian yang sangat kompleks dan rumit, serta membutuhkan biaya besar. 

Sehingga sangat tidak adil jika korban pencemaran itu yang harus dibebani 

pembuktian.  

2. Melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam 

pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, korban akibat 

tindak pidana lingkungan hidup bisa mengajukan tuntutan ganti rugi 

bersamaan dengan perkara pidana yang sedang berjalan. Tetapi 

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana yang 

dituangkan di dalam pasal ini, korban dalam memperoleh kerugian dibatasi 

hanya pada kerugian materil saja, dan untuk kerugian immateril, korban 

terpaksa harus mengajukan lagi gugatan perdata biasa, yang mungkin dapat 

memakan waktu lama, dimana kondisi seperti ini berarti menguburkan 

maksud semula dari penggabungan itu sendiri yang bertujuan untuk 

menyederhanakan proses persidangan. Mengingat jumlah kerugian yang 

ditimbulkan dari tindak pidana lingkungan hidup ini cukup besar dan 

mencakup jumlah korban yang tidak sedikit, tentu melalui mekanisme ini 

korban akan sangat dirugikan jika hanya kerugian materill saja yang dapat 

diberikan kepada korban. Sehingga melalui melalui penggabungan perkara 

gugatan ganti kerugian yang diatur dalam pasal 98-101 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana ketentuan tersebut bisa dikatakan membatasi 

dan mempersempit ruang korban tindak pidana untuk mengajukan hak-

haknya. 

3. Pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

menggunakan proses yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014. Secara 

normatif, pengaturan restitusi dalam Undang-Undang ini masih belum 

tersinergikan dengan baik. Melalui mekanisme ini, terdapat hambatan dalam 

implementasi pengajuan dan pemenuhan hak atas restitusi korban pada 

tindak pidana. Hambatan ini bermuara pada ketidakjelasan pada Undang-

Undang yakni Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya 

dalam pengaturan restitusi sebagai sebuah hak yang dapat dimintakan pada 

tindak pidana yang menimbulkan kerugian ekonomi. Dalam hal ini, 
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pengaturan restitusi yang tidak jelas tersebut menimbulkan keragu-raguan 

dalam penerapannya, apakah dapat diterapkan terhadap semua tindak 

pidana, termasuk tindak pidana yang ada di dalam KUHP, atau hanya 

terhadap tindak pidana yang disebutkan pada Undang-Undang Perlindungan 

Saksi dan Korban serta diatur juga secara eksplisit pada undang-undang 

khusus di luar KUHP. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, kiranya perlu dilakukan langkah dan upaya 

yang mengarah pada pembaharuan hukum, khususnya pembaharuan terhadap 

kerangka hukum pidana terkait mekanisme pemberian restitusi terhadap korban 

tindak pidana lingkungan hidup. Dalam rangka pembaharuan hukum  tersebut, maka 

dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis ingin memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Sesungguhnya, prinsip tanggung jawab mutlak dan sistem pembuktian 

terbalik, khususnya terhadap kasus-kasus pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan industri seharusnya dapat 

diterapkan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan 

tersebut. 

2. Sebaiknya, untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 98-101 KUHAP, bisa mencakup juga 

kerugian immateril, dimana korban sebagai pihak yang dirugikan tidak perlu 

mengajukan ganti rugi secara terpisah melalui gugatan perdata biasa.   

Sehingga dalam penggabungan ini akan lebih menghemat waktu, biaya dan 

perkaranya dapat cepat diselesaikan. 

3. Untuk mekanisme pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban, perlu adanya pembaharuan di dalam ketentuan pasal Undang-

Undang tersebut, terutama pada Pasal Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang 

disebutkan, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan LPSK. Hal ini menimbulkan pertanyaan 

mengenai kepastian hukum dan menimbulkan keraguan terhadap gagasan 

bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilindungi oleh Undang-Undang ini, 
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dan tindak pidana yang dimaksud harus ditetapkan melalui keputusan LPSK. 

Oleh karena itu, sampai saat ini belum diketahui apakah korban kejahatan 

lingkungan hidup memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan dari 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 
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